BAB Il
LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN PERINDUNGAN

KONSUMEN
A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bay ’ adalah menukarkan
sesuatu dengan sesuatu.’®Sedangkan menurut hukum syara jual beli
mempunyai arti,menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat
dimanfaatkan dengan suatu ijab kabul serta menurut cara yang diperbolehkan.
Atau juga dapat diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang
dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas
dasar saling merelakan.*®

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan
beli”. Yang mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang,
yaitu kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli
adalah perbuatan membeli.. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan
adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di
pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.t’

Jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian timbal balik dalam

mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerhkan hak milik atas

suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk

5 Abdulrahman Al Jaziri, Figih Empat Madzab J. 111, Asy Syifa”” (Semarang), him. 301

16 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005, him.67.

17 Suhrawadi k lubis choiruman pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta :
Sinar garfika. 1996), him. 33.



24

membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan

hak milik tersebut.!®

Adapun pengertian jual beli secara istilah sebagaimana

dikemukakan oleh para Fugaha adalah sebagai berikut :°

a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah *“ Penukaran benda
dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak
milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan.

b. Menurut Hasbi ash- Shiddieqy, jual beli adalah “ Akad yang
tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah
penukaran hak milik secara tetap.

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “saling menukar
harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Jual beli dalam pengertiannya yang dikemukakan oleh ulama
madzab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansinya dan tujuannya

masing-masing sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang ( emas dan
perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau

semacamnya menurut cara khusus.”

Dalam definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang
dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli
dari pembeli) dan gabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

18 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), him. 1.

19 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 111, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), him. 126
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Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat bagi manusia.
Apabila jenis-jenis baran seperti iru tetap diperjualbelikan, menurut ulama

hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad
yang mengikat kedua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak
menukarkan ganti penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain.
Dan sesuatu yang bukan manfaaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adah
dzat (bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau

hasilnya.?°

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatuyang
bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik,
penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisisr da
nada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu dihadapan si pembeli
maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat- sifathnya atau sudah

diketahui terlebih dahulu.?

Beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa secara garisbesar
jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara
pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukarkan

barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak

20 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), him. 69
2 Ibid., him. 67.
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milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.
Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan.
Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti
milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan

diakui keberadaannya, missal uang rupiah dan mata uang lainnya. %
B. Dasar Hukum dan Rukun Jual Beli
1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas
dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan al-Hadits maupun Ijma’ Ulama.
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai
landasan yang amat kuat dalam islam.!? Adapun sumber- sumber hukum

dagang dalam Islam diantaranya:

1. Al- Qur’an
Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah
konstitusi dasar yang ‘abadi-mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan
mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan
dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan

komperhensip.

22 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet 1,
him. 129.
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Firman Allah Swt dalam surah Al- Bagarah: 275

z }/

jju e J; & Ms u.lz..wj\ ida,au.; Lg.d\ rj.a_’ LSY\ O}A)—u N syjl\ ojlfb
Al 456 5 s daeta ut» B w* ‘&b I e i
dj..\.l;— L@...é VA JU\ . \ JJ}U e e uﬁj AM\ J\ 0}«“\_9 u.l.w
Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

2. Dari Sumber As-Sunnah, Yaitu Sabda Nabi Muhammad SAW.

“Telah menceritakan kepada kami [Musa] telah menceritakan
kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari
[bapaknya] dari [Az Zubair bin Al ‘Awam radliallahu ‘anhu] dari Nabi
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di
tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia
mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia
menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya
daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya
atau menolaknya”.?* (H.R Bukhari)

Hadits tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang
kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena

itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki

23 Tafsir Al-Manar,Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan Tafsir Ibnu. Surat Al-
Bagarah ayat 275, Jilid 3, him., 81.

2 Tafsir Al-Manar, Surat Al-Bagarah ayat 282, Jilid 3, him. 82.
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dengan menggantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya
tidak boleh menganggap remeh pekerjaan, baik pekerjaan mulia

maupun rendah/hina?®
3. ljma’

Dalam syariat Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah. Tetapi kadang-kadang ada
factor mempengaruhi jula beli sehingga memalingkan dari ketentuan
yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau
fardhu.?

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah
berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Maka para
ulama telah sepakat bahwa ual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa
bantuanorang ‘lain. ‘Namun bantuan atau barang milik orang lain yang
dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.?’

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga

jual beli dikatakan sah oleh syara’?®

25 Muh ammad bin isma“il bin al-Mughirah al-Bukhari, Shahzi al-Bukharz, (Beirut: Dar Ibn
Katsir, 2002), Cet.1, him. 358

% Siah Khosyi’ah, Figh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), him. 70.

27 pr. Rachmat Syafe’l, Ushul Figih , (Bandung: Pustaka setia, 1999), him. 75

28 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), him. 70
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Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :
1. Rukun Jual Beli
a. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Ada barang yang dibeli
c. Ada sighat ( lafal ijab dan Kabul)
2. Syarat Jual Beli

untuk mengetahui jual beli itu sah atau tidak, maka Islam
mensyaratkan jual beli ada 3 hal yaitu:

a. Orang Yang Melakukan Jual Beli

Berikut syarat-syarat bagi orang yang melakukan jual
beli.?®

1) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang.
Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh,
sebab mereka bukan ahli mengendalikan harta. Hal ini berarti
orang yang bukan merupakan ahli tasharruf tidak boleh

melakukan jual beli dan melakukan akad.?®

2) Beragamalslam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk
penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman
Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Quran atau
kitab-kitab Hadits Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak
yang beragama lIslam. Kalau budak Islam dijual kepada Kafir,

mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum

2 1bid,h. 28
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muslimin sebab mereka berhak bertaubat apapun pada sesuatu yang

sudah dibelinya.
C. Hubungan Antara Konsumen Dengan pelaku usaha
A. Pengertian Konsumen

Istilah Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris —
Amerika), atau consument/konsument (Belanda), secara harfiah diartikan sebagai
orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa
tertentu “atau” sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau

sejumlah barang.*°

Konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati,
menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang
mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Menurut AZ Nasution pengertian konsumen sesungguhnya dapat dibagi
dalam tiga bagian terdiri atas:
1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang
digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain
untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau

jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan

30 Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran, FH Unlam Press, Banjarmasin. him.7
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penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya
(produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar

industri atau pasar produsen.

3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan
barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi,
keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali
(non komersial).!

Konsumen sebagai seseorang yang membeli dari orang lain. Banyak
perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan karena mengabaikan konsep
konsumen. Konsumen, saluran distribusi, dan pasar adalah ojek biaya yang
memiliki keragaman pada produk. Konsumen dapat mengkonsumsi aktivitas yang
digerakkan oleh konsumen yaitu frekuesni pengiriman, penjualan dan dukungan
promosi. Sehingga untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk melayani
konsumen dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, perusahaan memperoleh
informasi yang berguna dalam penetapan harga, penentuan iuran konsumen dan
peningkatan profitabilitas.

Pada hakikatnya mempelajari konsumen sama halnya kita mempelajari
perilaku manusia. Istilah perilaku konsumen yang pada umumnya konsumen
memusatkan perhatiannya pada perilaku individu yang khususnya membeli suatu
produk, sekalipun konsumen tersebut tidak terlibat dalam merencanakan pembelian

produk tersebut ataupun menggunakan produk tersebut.

8L AZ Nasution, 2001, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Seluruh Barang
Dan Jasa Ditinjau Dari Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Makalah. him. 6.
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Perilaku konsumen merupakan hal yang tidak mudah untuk dikenali.
Kadang apa yang menjadi kebutuhan oleh konsumen dapat terlihat jelas oleh
pemasar. Namun terkadang apa yang menjadi keinginan konsumen menjadi sulit
untuk diketahui. Setiap masyarakat merupakan konsumen, oleh karena itu perilaku
konsumen berkaitan dengan perilaku setiap manusia dengan segala keunikan dan
perbedaan. Manusia adalah makhluk ekonomi yang bersifat rasional dimana
manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan selalu memaksimalkan
kepuasan atau kebutuhannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan dan
selama dia merasa nyaman dengan hal tersebut.

B. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku
usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP-Nomor 58 Tahun
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi,
koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha.*?

32 http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/, diakses 9 Februari 2024 , pukul
12:08 WIB.
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Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 :

1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan
usahanya secara seorang diri.

2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama- sama
melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke
dalam dua kategori, antara lain :

a) Badan hukum, adalah badan wusaha yang sudah
mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta
pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan
HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).

b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang
mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta
otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan
oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

C. Hubungan Antara Konsumen Dengan pelaku usaha
Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen
adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang
berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada

saat memberikan iklan, brosur,ataupun promosi.

Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) adalah hubungan antara dua
subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan

dengan hak dan kewajibanpihak yang lain.. Hubungan hukum antara subyek
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hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas
benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak
bergerak.®®* Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum
dan adanya pristiwa hukum.

Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus
memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan
manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan
karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.>* Di Indonesia hak-hak
konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk
memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c
menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan menggunakan kedua ayat
pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas
segala janji yang dijanjikan oleh pelakuusaha dalam mempromosikan barang
dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkaitdengan barang dan/atau
jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisi lain berkewajiban
untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang

dan/atau jasa.

33 peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar llmu Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 254

% Adrian Sutendi, ,2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,
Ghalialndonesia, Bogor, h. 50.
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Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai
kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK
menyatakan bahwa ‘“kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana
kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari
konsumen”.

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus
memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha
dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau
jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum
konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh
pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha
dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta
informasi-informasiterkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul
hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan
hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 danPasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHP), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap
apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun
selembaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai

undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi
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terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik

barang ataupun jasa.



